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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  7/PERMEN-KP/2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR  6/PERMEN-KP/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja dan optimalisasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, perlu 

dilakukan perubahan terhadap organisasi dan tata kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat 

Jenderal telah memperoleh persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

dalam surat Nomor B/631/M.KT.01/2017, tanggal 6 

Desember 2017, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 
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Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4660); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5490); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5603); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya 

Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5870); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6/PERMEN-KP/2017 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

Setjen terdiri atas: 

a. Biro Perencanaan; 

b. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur; 

c. Biro Hukum dan Organisasi; 

d. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar 

Negeri; 

e. Biro Keuangan; 

f. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; dan  

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

penyusunan perencanaan kebijakan umum, program dan 

anggaran, dan pengelolaan kinerja organisasi, serta kerja 

sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan. 

 

3. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian 
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perencanaan kebijakan umum dan strategis serta 

perencanaan kawasan terpadu di bidang kelautan dan 

perikanan; 

b. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian 

rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN), serta analisis, formulasi, dan 

perencanaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan dana 

transfer di bidang kelautan dan perikanan; 

c. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian 

perencanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan kinerja organisasi, serta bahan pimpinan; 

d. penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, 

penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan 

evaluasi kerja sama di bidang kelautan dan perikanan 

dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan 

lembaga nonpemerintah; dan 

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. 

 

4. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 11  

Biro Perencanaan terdiri atas:  

a. Bagian Perencanaan Umum; 

b. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;  

c. Bagian Pengelolaan Kinerja; dan 

d. Bagian Kerja Sama Antarlembaga.  

 

5. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian 

perencanaan kebijakan umum dan strategis, dan kebijakan 
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